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Abstrak
 

Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan

untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena

pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan

pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur

Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor

penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan

metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik,

suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan

kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.

 

Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari

Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya

konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi

kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan

kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik

terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang

berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya

politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta

mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD

Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur

dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat

dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal.

Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap

kesepatakan partai maupun fraksinya.

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga

akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak

ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

<hr><i>The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy

rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of

Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's

cancellation and re-election took place until three times in one year.
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The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of

North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the

political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant

theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics

which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government,

ethnic identity, primordial and democracy.

 

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of

strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced

the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state,

which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by

groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power

between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also

traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society

which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the

friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North

Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political

party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in

giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in

the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to

the party and even faction's agreement and decision.

 

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as

decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence

mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy.</i>


